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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan kelembagaan ekonomi desa dalam mendukung 

perkembangan usaha mikro di Desa Banjarsari. Kelembagaan ekonomi desa memiliki peran yang sangat 

penting dalam membangun ekosistem yang mendukung kemajuan usaha mikro melalui berbagai aspek, seperti 

kebijakan, akses modal, pembinaan, dan penguatan jaringan pasar. Metode yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis 

dokumen terhadap pelaku usaha mikro serta aparat desa yang terlibat. Temuan penelitian mengungkapkan 

bahwa pengelolaan kelembagaan di Desa Banjarsari menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya 

koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, terbatasnya akses informasi bagi pelaku usaha mikro, serta 

minimnya pelatihan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, ada potensi yang besar untuk memperkuat 

kelembagaan desa melalui pengoptimalan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta kerja sama dengan pihak eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan 

dalam pengelolaan kelembagaan yang lebih inklusif dan transparan, dengan tujuan meningkatkan peran usaha 

mikro dalam perekonomian desa dan memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat desa dalam 

jangka panjang. 
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Abstract 

This study aims to examine the management of village economic institutions in supporting the development of 

micro-enterprises in Banjarsari Village. Village economic institutions play a crucial role in creating an 

ecosystem that supports the growth of micro-enterprises through various aspects, such as policies, access to 

capital, mentoring, and strengthening market networks. The research method used is a case study with a 

qualitative approach, which includes interviews, observations, and document analysis of micro-enterprise 

actors and relevant village officials. The findings reveal that the management of institutions in Banjarsari 

Village faces several challenges, such as a lack of coordination between related institutions, limited access to 

information for micro-enterprise actors, and a lack of ongoing training programs. Nevertheless, there is great 

potential to strengthen village institutions through optimizing the role of the Village-Owned Enterprise 

(BUMDes), enhancing human resource capacity, and collaborating with external parties. This study 

recommends improvements in institutional management to be more inclusive and transparent, aiming to 

increase the role of micro-enterprises in the village economy and ensure long-term sustainability and 

community welfare. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi yang berbasis desa kini menjadi salah 

satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. 

Ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang 

memberikan desa kewenangan lebih besar dalam mengelola 

potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu elemen kunci dalam pembangunan ekonomi desa 

adalah penguatan kelembagaan ekonomi desa, yang berfungsi 

sebagai pendorong utama pertumbuhan usaha, terutama usaha 

mikro. Dengan pemberdayaan desa yang lebih mandiri, 

diharapkan dapat tercipta lebih banyak peluang kerja baru, 

meningkatkan pemerataan ekonomi, serta memperbaiki 

kualitas hidup masyarakat desa. 
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Usaha mikro di desa memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Sebagai komponen utama dalam 

perekonomian lokal, usaha mikro tidak hanya bertindak 

sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai sumber 

utama lapangan kerja bagi warga setempat. Berdasarkan data 

dari (Kinerja, 2023), usaha mikro memberikan kontribusi 

signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi 

tingkat pengangguran di wilayah pedesaan. Dengan 

berkembangnya usaha mikro, banyak peluang kerja baru 

terbuka, terutama di pedesaan, yang pada gilirannya 

meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi 

ketergantungan pada sektor pertanian yang sering terpengaruh 

oleh fluktuasi musiman. Keberhasilan usaha mikro juga 

berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang 

memperkuat konsumsi domestik serta mendukung 

pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Kinerja, 

2023) menambahkan bahwa pengembangan usaha mikro 

dapat memainkan peran penting dalam menciptakan 

ketahanan ekonomi di tingkat lokal, mengingat kontribusinya 

dalam membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh 

terhadap guncangan eksternal. 

Selain itu, usaha mikro juga memiliki peran penting dalam 

memberdayakan masyarakat desa (Sikki et al., 2024b). Usaha 

kecil yang dijalankan oleh penduduk setempat memberikan 

kesempatan bagi warga untuk mengasah keterampilan baru, 

memperluas pengetahuan, dan membangun jaringan sosial 

yang lebih kokoh di antara anggota komunitas. Proses ini 

membantu memperkuat solidaritas sosial, yang sangat penting 

untuk menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik di tingkat 

desa. Sebagaimana dijelaskan oleh (Rajan & Panicker, 2020), 

pengembangan usaha mikro dapat memperkuat modal sosial, 

yaitu hubungan antar individu yang membangun rasa saling 

percaya dan kerja sama, yang pada gilirannya memperkokoh 

struktur sosial di desa. Seiring dengan berkembangnya usaha 

mikro, masyarakat desa juga dapat menjadi lebih mandiri, 

mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar, serta 

meningkatkan kapasitas ekonomi di tingkat lokal. 

Namun, meskipun usaha mikro di desa memiliki potensi 

besar, pengembangannya masih terhalang oleh berbagai 

hambatan struktural. Salah satu tantangan utama adalah 

terbatasnya akses terhadap permodalan. Banyak pelaku usaha 

mikro yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana 

yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha 

mereka. World Bank (2021) dalam menyatakan bahwa 

keterbatasan dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau 

merupakan salah satu masalah utama bagi usaha mikro di 

negara berkembang, termasuk Indonesia (Al-Shami et al., 

2021). Hal ini diperburuk oleh rendahnya kapasitas manajerial 

pelaku usaha, yang sering kali tidak memiliki pengetahuan 

atau keterampilan yang memadai untuk mengelola usaha 

mereka secara efisien dan profesional. Selain itu, terbatasnya 

akses pasar juga menjadi kendala bagi usaha mikro untuk 

berkembang, karena mereka kesulitan untuk memasarkan 

produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik secara lokal 

maupun regional. Al-Shami et al., (2021) juga 

mengungkapkan bahwa pelaku usaha mikro seringkali 

terbatas dalam mengakses pasar yang lebih besar karena 

terbatasnya jaringan distribusi dan promosi produk. 

Faktor-faktor ini sering kali berhubungan dengan pengelolaan 

kelembagaan ekonomi desa yang belum berfungsi secara 

maksimal. Kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) dan koperasi, belum sepenuhnya 

berperan dalam mendukung pengembangan usaha mikro. 

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah 

kurangnya koordinasi antar lembaga desa, terbatasnya 

dukungan untuk penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, dan 

peran lembaga yang belum optimal dalam membuka akses 

pasar dan permodalan. Kania et al., (2021) menekankan 

bahwa kelembagaan desa perlu diperkuat untuk 

menghubungkan usaha mikro dengan pasar yang lebih luas 

serta mempermudah akses terhadap pembiayaan. Kania et al., 

(2021) juga menyoroti bahwa kelembagaan yang lebih baik 

akan memberikan manfaat dalam mengurangi hambatan yang 

dihadapi oleh pelaku usaha mikro, termasuk keterbatasan 

akses pasar. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola 

kelembagaan ekonomi desa sangat diperlukan untuk 

menciptakan ekosistem yang mendukung dan 

mengoptimalkan potensi usaha mikro di desa. 

Kelembagaan ekonomi desa, seperti BUMDes, koperasi, 

kelompok usaha bersama, dan lembaga keuangan mikro, 

seharusnya menjadi pilar utama dalam mengembangkan 

perekonomian desa. Lembaga-lembaga ini tidak hanya 

berfungsi sebagai saluran untuk bantuan dan permodalan, 

tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas 

usaha, keterampilan masyarakat, dan memperluas akses pasar 

produk lokal. Keberhasilan dalam mengelola kelembagaan 

ekonomi desa sangat tergantung pada kemampuan untuk 

mengintegrasikan berbagai elemen yang ada, baik di tingkat 

lokal maupun dengan dukungan dari pihak eksternal. 

Yuniarsih et al., (2022) menekankan bahwa integrasi ini akan 

menciptakan sinergi yang lebih besar antara usaha mikro 

dengan pasar yang lebih luas serta akses permodalan yang 

lebih mudah. Namun, kelembagaan ekonomi desa di banyak 

daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk 

rendahnya kualitas tata kelola, kurangnya partisipasi 

masyarakat, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan lembaga-lembaga tersebut. Masalah-

masalah ini menghambat optimalisasi potensi desa dan 

memperlambat pencapaian tujuan pembangunan. Desa 

Banjarsari, sebagai salah satu desa dengan potensi ekonomi 

yang cukup besar melalui usaha mikro di sektor olahan 

makanan, kerajinan, dan perdagangan kecil, menghadapi 

tantangan serupa. Walaupun terdapat berbagai usaha mikro 

yang berkembang di desa ini, kontribusinya terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Selain 

itu, peran kelembagaan ekonomi desa, seperti BUMDes dan 

kelompok usaha bersama, belum sepenuhnya efektif dalam 

mendukung pelaku usaha mikro. 

Tantangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam 

mengenai tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa 

Banjarsari. Tata kelola yang baik melibatkan penerapan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kelembagaan 

desa. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kelembagaan 

ekonomi desa dapat berfungsi lebih optimal dalam 

mengembangkan potensi usaha mikro, memperkuat kapasitas 

sumber daya manusia, dan meningkatkan ketahanan ekonomi 

desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari, 
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mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitasnya, serta mengeksplorasi peluang dan tantangan 

dalam mengembangkan usaha mikro melalui dukungan 

kelembagaan desa. Dengan menggunakan pendekatan studi 

kasus kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan serta 

memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi 

pemerintah desa, pengelola kelembagaan ekonomi desa, dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi 

yang efektif untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan 

ekonomi desa sehingga dapat menciptakan ekosistem yang 

lebih mendukung perkembangan usaha mikro di Desa 

Banjarsari. Strategi ini meliputi upaya untuk meningkatkan 

koordinasi antar lembaga, memperkuat peran BUMDes dalam 

menyediakan akses permodalan dan pelatihan, serta 

membangun jaringan pasar yang lebih luas untuk produk 

lokal. Selain itu, meningkatkan kapasitas manajerial pelaku 

usaha mikro juga merupakan faktor kunci untuk memastikan 

keberlanjutan usaha mereka. Yuniarsih et al., (2023) 

menyarankan bahwa pengembangan kapasitas manajerial di 

tingkat usaha mikro dapat membantu usaha tersebut untuk 

bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penguatan 

kelembagaan ekonomi desa tidak hanya akan mendorong 

pertumbuhan usaha mikro, tetapi juga berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara 

keseluruhan. Program-program yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa—seperti peningkatan akses 

terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur—

akan terwujud seiring dengan keberhasilan pengembangan 

usaha mikro. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat 

ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa, menciptakan 

lebih banyak lapangan kerja, serta membuka peluang ekonomi 

yang dapat mengurangi ketimpangan antar desa dan 

meningkatkan daya saing desa dalam perekonomian yang 

lebih luas. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus untuk menganalisis tata kelola 

kelembagaan ekonomi desa dan perannya dalam 

pengembangan usaha mikro di Desa Banjarsari. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memahami secara mendalam fenomena sosial, kondisi 

kelembagaan, serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaan 

ekonomi desa (Rohman, MM., 2023). Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai peran kelembagaan ekonomi 

dalam konteks lokal, yang tidak hanya mencakup struktur 

organisasi, tetapi juga hubungan antara aktor-aktor yang 

terlibat, seperti pemerintah desa, pelaku usaha, dan 

masyarakat (Santoso & Raharjo, 2022). Melalui pendekatan 

ini, peneliti dapat menggali perspektif berbagai pihak yang 

terlibat, seperti pemilik usaha, aparat desa, serta masyarakat 

setempat, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik 

terkait tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan 

ekonomi desa. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang 

terkait dengan kebijakan dan regulasi desa. Teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang 

lebih kaya dan kontekstual, serta memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan kelembagaan ekonomi desa di lapangan. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan efektivitas tata kelola 

kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung perkembangan 

usaha mikro. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Kelembagaan Ekonomi Desa dalam Pengembangan 

Usaha Mikro 

Kelembagaan ekonomi desa memegang peranan penting 

dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Di Desa 

Banjarsari, berbagai lembaga ekonomi yang mendukung 

pengembangan usaha mikro antara lain Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), koperasi desa, dan kelompok usaha 

bersama. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa dan 

pengurus BUMDes, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat 

menjadi penggerak utama dalam meningkatkan akses 

permodalan, mengembangkan kapasitas pelaku usaha mikro, 

dan memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Tujuan 

utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung perkembangan usaha mikro secara berkelanjutan 

dan inklusif. 

Namun, meskipun terdapat harapan yang besar terhadap 

lembaga-lembaga ekonomi desa, hasil observasi dan 

wawancara menunjukkan bahwa peran kelembagaan ekonomi 

di Desa Banjarsari belum sepenuhnya maksimal. Salah satu 

kendala utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya 

manusia yang mengelola lembaga-lembaga ini. Banyak 

pengurus BUMDes yang tidak memiliki latar belakang atau 

pengalaman di bidang manajemen usaha, yang menyebabkan 

pelaksanaan program tidak berjalan sesuai harapan. Mendrofa, 

S. A., et al., 2024) mengungkapkan bahwa kurangnya 

kapasitas manajerial pada tingkat kelembagaan desa dapat 

menghambat perkembangan usaha mikro secara signifikan. 

Selain itu, sebagian besar pelaku usaha mikro di Desa 

Banjarsari bergerak di sektor informal, seperti produksi 

makanan olahan, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil. 

Mereka umumnya mengandalkan modal pribadi dan 

menjalankan usaha dengan skala yang relatif kecil, yang 

membatasi daya saing mereka di pasar yang lebih besar. 

Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa 

kelembagaan ekonomi desa belum mampu menyediakan 

dukungan permodalan yang memadai. Keterbatasan aset yang 

dimiliki oleh BUMDes dan kurangnya inovasi dalam 

pengembangan unit usaha membuat BUMDes belum optimal 

dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Kania et al., 

(2021), menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi desa perlu 

memperkuat perannya dalam memberikan dukungan 

permodalan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha 

mikro. 

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kelembagaan 

ekonomi desa di Desa Banjarsari, khususnya dalam hal 

pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan inovasi 

dalam unit usaha BUMDes. Dengan demikian, kelembagaan 
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ini dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan usaha 

mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

secara keseluruhan. 

 Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi Desa.  

Tata kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari, 

jika dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip good governance, 

masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat 

pengembangan ekonomi desa. Penerapan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi 

desa masih belum sepenuhnya diterapkan, yang berpengaruh 

pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga tersebut (Susilo & Rasyad, 2024). Salah satu 

indikator utama dari kurangnya transparansi ini adalah 

terbatasnya sosialisasi mengenai program kerja kelembagaan 

desa kepada masyarakat, serta tidak tersedianya laporan 

keuangan yang dapat diakses oleh publik. Rosamartina et al., 

(2022) juga mencatat bahwa keterbukaan dalam pengelolaan 

informasi masih menjadi masalah yang menghalangi 

terbentuknya hubungan yang lebih kuat antara lembaga desa 

dan masyarakat. 

Hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro mengungkapkan 

bahwa sebagian besar masyarakat desa tidak sepenuhnya 

memahami fungsi dan peran kelembagaan ekonomi desa. 

Bahkan, ada persepsi negatif yang berkembang bahwa 

kelembagaan desa hanya menguntungkan kelompok tertentu, 

terutama mereka yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. 

Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program kelembagaan ekonomi desa. Partisipasi 

masyarakat yang minim ini berpotensi menurunkan efektivitas 

implementasi program, karena banyak kegiatan yang tidak 

mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. 

Dari sisi efektivitas dan efisiensi, kelembagaan ekonomi desa 

di Desa Banjarsari belum mampu menjalankan program 

pemberdayaan secara optimal. Program-program seperti 

pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan 

pengembangan akses pasar masih sangat terbatas. Padahal, 

berdasarkan hasil observasi, Desa Banjarsari memiliki potensi 

produk unggulan seperti makanan olahan berbahan dasar lokal 

dan kerajinan tangan yang berpotensi untuk dipasarkan lebih 

luas di luar desa. (Sikki et al., 2025) mengemukakan bahwa 

kelembagaan yang tidak mampu memaksimalkan potensi 

lokal akan mengalami kesulitan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Lebih jauh lagi, kelembagaan ekonomi desa belum 

memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam 

pengembangan usaha mikro. Di era digital seperti sekarang, 

pemasaran produk melalui platform online bukan lagi sekadar 

pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. 

Namun, banyak pelaku usaha mikro di Desa Banjarsari yang 

masih belum terhubung dengan pasar digital, yang pada 

gilirannya membatasi potensi mereka untuk memperluas pasar 

dan meningkatkan pendapatan. Sari, (2024) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa rendahnya adopsi teknologi 

digital menjadi salah satu hambatan besar bagi usaha mikro di 

tingkat lokal, yang membatasi kemampuan mereka untuk 

bersaing di pasar regional dan global. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan daya saing usaha mikro di Desa Banjarsari, 

sangat penting untuk mengembangkan keterampilan digital 

dan memanfaatkan platform online sebagai saluran pemasaran 

yang lebih efektif. 

Faktor Penghambat Optimalisasi Tata Kelola  

Beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas tata 

kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari antara 

lain: 

a) Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

baik pada tingkat pengurus kelembagaan desa maupun 

pelaku usaha mikro. Banyak pengurus kelembagaan desa 

yang tidak memiliki keterampilan manajerial yang 

cukup, sehingga mengakibatkan pengelolaan program 

yang kurang efisien. Dampaknya juga dirasakan oleh 

pelaku usaha mikro yang terbatas aksesnya untuk 

mengikuti pelatihan atau pendampingan yang dapat 

membantu mereka mengelola usaha dengan cara yang 

lebih profesional dan berkelanjutan. Mardikanto (2019) 

menekankan bahwa meningkatkan kapasitas SDM di 

tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan kelembagaan ekonomi desa. 

b) Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, yang 

menyebabkan sebagian besar masyarakat belum 

sepenuhnya terlibat dan merasa memiliki terhadap 

program yang dijalankan oleh kelembagaan desa. 

Banyak warga desa yang tidak mengetahui atau tidak 

sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari program 

tersebut, yang pada gilirannya menurunkan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan kelembagaan desa. mencatat 

bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif serta minimnya 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan 

program-program kelembagaan (Sikki et al., 2024a). 

c) Rendahnya Transparansi dalam Pengelolaan, terutama 

pada aspek keuangan dan pengambilan keputusan. 

Ketidakjelasan dalam laporan keuangan dan keputusan 

yang diambil secara tertutup dapat mengurangi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. 

Penerapan transparansi dalam pengelolaan kelembagaan 

sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan 

memperkuat kepercayaan masyarakat. 

d) Kurangnya Inovasi dalam Program dan Diversifikasi 

Usaha, yang menghalangi kelembagaan desa untuk 

memberikan dukungan optimal kepada pelaku usaha 

mikro. Banyak program yang dijalankan masih bersifat 

tradisional dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan 

serta perkembangan tren pasar terkini. (Sari, R.D., 2024) 

menunjukkan bahwa inovasi dalam program 

kelembagaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan 

peluang baru dan mendiversifikasi sumber daya yang ada 

bagi pelaku usaha mikro. 

Terbatasnya Akses terhadap Teknologi dan Informasi, yang 

menghalangi pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan pasar 

digital secara maksimal. Di era digital yang serba terhubung 

seperti sekarang, pemasaran produk melalui platform online 

menjadi sangat penting, namun masih banyak pelaku usaha 

mikro di Desa Banjarsari yang belum terhubung dengan pasar 

digital atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan 

untuk memanfaatkannya. Sari., R.D., & Siahaan, ( 2025) 

menemukan bahwa rendahnya penggunaan teknologi digital 

merupakan salah satu kendala utama bagi usaha mikro dalam 
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meningkatkan daya saing, yang mengakibatkan usaha mereka 

kesulitan untuk bersaing di pasar global.  

Peluang Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi 

Desa.  

Meskipun terdapat berbagai kendala, hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan tata 

kelola kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2022 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa peluang tersebut 

antara lain: 

a) Potensi Produk Lokal yang dapat dikembangkan dan 

dipasarkan lebih luas, baik di tingkat regional 

maupun melalui platform digital. 

b) Komitmen Pemerintah Desa yang mulai menyadari 

pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa 

untuk mendukung usaha mikro. 

c) Dukungan Program Eksternal, seperti pelatihan dari 

lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun 

lembaga swadaya masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dan pelaku usaha. 

d) Semangat Kewirausahaan di Kalangan Masyarakat, 

khususnya generasi muda desa yang mulai tertarik 

untuk mengembangkan usaha sendiri. 

e) Implikasi Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro. 

Kelembagaan ekonomi desa yang dikelola dengan 

baik dapat menjadi pilar utama pemberdayaan usaha 

mikro di Desa Banjarsari. Tata kelola yang 

transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi 

pada pemberdayaan masyarakat akan menciptakan 

ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, peran kelembagaan tidak hanya 

terbatas sebagai penyalur permodalan, tetapi juga 

sebagai motor penggerak inovasi, peningkatan 

kapasitas, dan penguatan jejaring usaha mikro. 

Penelitian ini mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola 

kelembagaan ekonomi desa harus menjadi prioritas jika ingin 

meningkatkan kontribusi usaha mikro terhadap kesejahteraan 

masyarakat desa. Penguatan kapasitas pengurus, peningkatan 

partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta 

kolaborasi dengan pihak eksternal merupakan langkah 

strategis yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang 

ada. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan 

ekonomi desa di Desa Banjarsari masih belum berjalan 

optimal dalam mendukung pengembangan usaha mikro. 

Kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

kelompok usaha bersama, dan koperasi desa memiliki peran 

penting, namun masih menghadapi berbagai kendala, antara 

lain rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta 

minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program. Pelaku usaha mikro di Desa Banjarsari 

sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi, memiliki 

keterbatasan dalam hal inovasi produk, dan kesulitan 

mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional 

maupun digital. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya 

program pelatihan, pendampingan, serta dukungan nyata dari 

kelembagaan ekonomi desa. Meskipun demikian, terdapat 

potensi besar yang dapat dikembangkan, seperti keberadaan 

produk lokal unggulan, semangat kewirausahaan masyarakat, 

dan adanya peluang kolaborasi dengan pihak eksternal, 

termasuk pemerintah dan lembaga swasta. Tata kelola 

kelembagaan yang lebih baik, partisipatif, transparan, dan 

akuntabel sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem 

usaha mikro yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat 

diberikan antara lain: 

Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Kelembagaan. 

Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan dan 

pendampingan kepada pengurus kelembagaan ekonomi desa 

agar memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial, 

keuangan, dan kewirausahaan yang memadai. 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kelembagaan. 

Pengelolaan keuangan, pelaporan program, dan pengambilan 

keputusan di dalam kelembagaan desa harus dilakukan secara 

terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan publik. 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat, khususnya 

pelaku usaha mikro, perlu dilibatkan secara aktif dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kelembagaan 

ekonomi desa agar program yang dijalankan sesuai dengan 

kebutuhan riil masyarakat. 

Penguatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro. Diperlukan 

lebih banyak program pelatihan, workshop, serta fasilitasi 

akses permodalan dan pemasaran untuk pelaku usaha mikro. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa mengatur bahwa kelembagaan desa harus 

berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan 

pasar dan lembaga keuangan. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Usaha. 

Pemasaran produk lokal dapat diperluas dengan 

memanfaatkan platform digital. Oleh karena itu, pelatihan 

terkait pemasaran online dan digitalisasi usaha perlu menjadi 

program prioritas kelembagaan ekonomi desa. 

Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Kelembagaan ekonomi 

desa perlu menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, 

perguruan tinggi, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat 

untuk memperkuat jejaring dan memperoleh dukungan dalam 

pengembangan usaha mikro. 

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan 

kelembagaan ekonomi desa di Desa Banjarsari dapat berfungsi 

lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan 

kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
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